Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap
setigp usaha perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim, maka
kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan
usaha perkebunan harus mendapatkanizin;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang l1zin Usaha
Perkebunan

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 11 danKotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
L embaran Negara Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60; Tambahan L embaran Negara Nomor 3839);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan L embaran Negara Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi  Sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor
3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor
26).
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Dengan per setujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN: :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PERKEBUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerahadalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adal ah Pemerintahan K abupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;

4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Muara Enim;

5. Usaha Perkebunan adalah kegiatan yang dilakukan perorangan dan Badan
Hukum yang melaksanakan budidaya tanaman perkebunan yang meliputi
kegiatan-kegiatan prataman, pemeliharaan tanaman dan panen dengan skala luas
5 (lima) hektar atau lebih;

6. lzin Usaha Perkebunan adalah izin Usaha diberikan kepada setiap perorangan
atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan usaha- usaha perkebunan;

7. Pemegang izin adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang mempunyai izin
Usaha Perkebunan;

8. Kas Daerahadal ahKas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB I
PERIZINAN
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Pasal 2
(1) Setigp orang atau badan hukum yang mempunyai Usaha Perkebunan luasnya 5
(lima) hektar atau lebih dalam daerahwajib mempunyai izin Usaha Perkebunan;

(2) 1zin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk;

(3) Syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha perkebunan akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 3
Izin Usaha Perkebunanberl aku selama Usaha Perkebunan mel akukan kegiatan.

Pasal 4
Izin Usaha Perkebunandapat dicabut apabila :

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum;,
b. tidak melakukankegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;

c. melalakan kewajiban sebagal pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan atau kewajiban lain yang akan diatur
labih lanjut ol eh Bupati;

d. melakukan perubahan jenis usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

BAB I11
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5
(1) Pengawasandan pengendalian pelaksanaan izin usaha perkebunan dilakukanoleh

Dinas Perkebunan dan K ehutanan;

(2) Setiap bulan Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Bupati tentang pel aksanaan

pemberianizin usaha perkebunan
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BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah);

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah
BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 7
(1) Pegabat Pegawal Negeri Sipil tertentudi lingkungan Pemerintah Daerah diberikan
wewenang khusus sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidikan pidana di
bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud
dalamayat (1) pasal ini berwenang :

a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;
d. melakukanpenyitaanbenda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
sakg;
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g mendatangkan seseorag ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan

pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik umum bahwa tidak erdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik

memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan  tindakan lain menurut hukum yang  dapat
dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah Perundang
undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap
berlaku sampai berakhirnyaizin tersebuit.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.
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Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Padatanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD
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